PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.

Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah III Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam
upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara
berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut
merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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Pihak Kedua, Pihak Pertama,
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SATUAN KERJA : 427397. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH IIT PONTIANAK

TARGET
NO. KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
VOLUME SATUAN
(1) (2) (3) (4) (S) (6)
1. Pencegahan Dampak Meningkatnya layanan kajian tata | Layanan kajian tata lingkungan kebijakan 1 Layanan
Lingkungan lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di | wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH
wilayah kerja BPKH
Meningkatnya layanan kajian tata | Layanan kajian tata lingkungan kebijakan 1 Layanan
lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah | usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH
kerja BPKH
2. Inventarisasi dan Tersedia dan termutakhirkannya data dan | Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil 27 Klaster
Pemantauan Sumber Daya informasi SDH Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja
Hutan BPKH
Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional 1 Layvanan
di Wilayah Kerja BPKH
3. Rencana dan Penggunaan Terlavaninya permohonan penggunaan | Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan 1 Unit
Kawasan Hutan dan kawasan hutan dan tersedianya data | Hutan di Wilayah Kerja BPKH
Pembentukan Wilayah informasi PNBP penggunaan kawasan hutan
Pengelolaan Hutan
4. Pengukuhan dan Terselesaikannya penetapan seluruh | Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan 1 Layanan
Penatagunaan Kawasan kawasan hutan Batas Kawasan Hutan
Holan Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan | Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan 1 Provinsi
untuk TORA BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di
Wilayah Kerja BPKH
5. Dukungan Manajeman dan | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan | Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi 80 Poin
Pelaksanaan Tugas Teknis publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup | Kehutanan dan Tata Lingkungan
Lainnya Ditjen Planologi Dlrr::ktprat Jenderal Planologi Kehutanan dan Level Maturitac SPIP Dircktorat Jendersd 3 Level
Kehutanan dan Tata Tata Lingkungan A :
5 Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Lingkungan
Laporan Keuangan Direktorat  Jenderal 1 Dokumen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang
tertib dan akuntabel
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran | Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal 98,29 Poin
lingkup  Direktorat Jenderal Planologi | Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kehutanan dan Tata Lingkungan




Anggaran

KRO Rincian Output (RO Target RO
put (RO) g (Rupiah)
(1) (2) (3) (4)
5436. Pencegahan Dampak Lingkungan
002. Layanan Tata Lingkungan

5436.QAH Kebijakan Wilayah dan Sektor di 1 Layanan 400.000.000
Pelayanan publik wilayah Kerja BPKHTL
lainnya , i

3 003. Layanan Tata Lingkungan Usaha ! Laaian 600.000.000

dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL

5433 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

5433.PBV Kebijakan
Bidang Kehutanan

001. Inventarisasi, verifikasi dan BATB
obyek TORA dalam kawasan hutan

1 Rekomendasi
Kebijakan

6.855.006.000

002. Panjang Batas Kawasan Hutan
Yang Telah Diselesaikan

1 Rekomendasi
Kebijakan

150.000.000

5434. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

5434.BMA Data dan
Informasi Publik

002. Terlaksananya layanan Data dan
Informasi Sumber Daya Hutan di
Wilayah Kerja BPKHTL

27 Layanan

1.646.031.000

003. Data dan Informasi Penutupan
Lahan Nasional di Wilayah Kerja
BPKHTL

1 Layanan

97.345.000

6744. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

6744.BAC
Pelayanan Publik
kepada badan
usaha

001. Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan
Kawasan Hutan di Wilayah Kerja
BPKHTL

1 Badan usaha |

|

60.000.000

5432. Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan

dan Tata Lingkungan

=

5432.EBA Layanan | 962. Layanan Umum 1 Layanan 714.299.000
Dukungan 6.075.227.000
Manajemen Internal 994. Layanan Perkantoran 1 Layanan

5432.EBB Layanan

Sarana dan 951. Layanan Sarana Internal 14 Unit 142.800.000
Prasarana Internal

TOTAL ANGGARAN

16.740.708.000

TOTAL BLOKIR

1.000.000.000
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